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ABSTRAK 

 

PROSEDUR PELAPORAN SPT TAHUNAN WAJIB PAJAK ORANG 

PRIBADI DAN BADAN PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK 

PRATAMA PEKANBARU TAMPAN 

 

Oleh: 

 

FEBI TRI YOLANDARI  

NIM : 01970623321 

 

Selain membayar pajak, warga wajib melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) 

Tahunan Pajak setiap tahunnya. Untuk mencatat penghitungan dan pembayaran 

pajak, objek pajak dan objek bukan pajak, harta dan kewajiban sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, Wajib Pajak menggunakan 

Surat Pemberitahuan (SPT). Pengaruh Penerapan E-Filling Terhadap Tingkat 

Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi dan 

Badan. Direktorat Jendral Pajak dapat membantu permasalahanWajib Pajak Orang 

Pribadi dan Badan yang tidak menyampaikan SPT Tahunan PPh tepat waktu. 

Masalah ini dapat diatasi dengan e- Filling. Wajib Pajak menghadapi berbagai 

masalah ketika menggunakan sistem e- filling untuk melaporkan Surat 

Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajaknya. Masalah ini terutama disebabkan oleh 

keterbatasan koneksi, kesenjangan kesadaran internal Wajib Pajak, keengganan 

Wajib Pajak untuk menggunakan aplikasi, kurangnya pemahaman petugas,dan 

kecenderungan Wajib Pajak untuk tidak melaporkan SPT secara publik. Untuk 

lebih mendorong Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunannya secara elektronik, 

sebaiknya KPP Pratama Pekanbaru Tampan memperluas jangkauannya kepada 

pelaku usaha di wilayah kerja KPP Pratama Pekanbaru Tampan. Sosialisasi ini 

harus mencakup edukasi mengenai penggunaan e-filling, serta informasi mengenai 

hak dan kewajiban Wajib Pajak. 

KataKunci: Pelaporan SuratPemberitahuan (SPT) Tahunan Orang Pribadi, 

Badan, Wajib Pajak, Kantor Pelayanan Pajak 
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ABSTRACT 

REPORTING PROCEDURE FOR PRIVATE AND ENTITY TAXPAYERS' 

ANNUAL SPT RETURNS AT THE PEKANBARU TAMPAN PRATAMA TAX 

SERVICES OFFICE 

 

Oleh: 

FEBI TRI YOLANDARI  

NIM : 01970623321 

 

Apart from paying taxes, residents are required to report an Annual Tax Return 

(SPT) every year. To record the calculation and/or payment of tax, tax objects 

and non-tax objects, and assets and liabilities in accordance with the provisions 

of tax laws and regulations, taxpayers use a tax return (SPT). The Effect of 

Implementing E-Filling on the Level of Compliance in Submitting Annual Income 

Tax Returns for Individual and Corporate Taxpayers. The Account Representative 

service can help with the problems of individual and Corporate taxpayers who do 

not submit their annual income tax returns on time. This problem can be 

overcome by e-Filing. Taxpayers face various problems when using the e-filing 

system to report their Annual TaxReturns (SPT). This problem is mainly caused 

by limited connections, gaps in taxpayers' internal awareness, taxpayers' 

reluctance to use the application, lack of understanding by officers,and the 

tendency of taxpayers not to report SPT publicly. To further encourage taxpayers 

to submit their annual tax returns electronically, KPP Pratama Pekanbaru 

Tampan should expand its reach to business actors in the working area of KPP 

Pratama Pekanbaru Tampan. This outreach must include education regarding the 

use of e-filing, as well a sinformation regarding the rights and obligations of 

taxpayers. 

Keywords : Individual Annual Tax Return Reporting, Corporate, Taxpayer, Tax 

office 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Indonesia merupakan salah satu Negara yang menjadikan pajak sebagai 

salah satu sumber pendapatan Negara untuk membiayai pengeluaran pemerintah 

dan pembangunan nasional. Pajak dipandang sebagai bagian yang sangat penting 

dalam penerimaan Negara dan bahkan dalam Anggaran Pendapatan dan Benlanja 

Negara (APBN) pajak merupakan sumber pendapatan terbesar. Negara Indonesia 

sangat bergantung kepada pajak karena saat ini sekitar 70% APBN Indonesia 

dibiayai oleh pajak. Pendapatan negara yang berasal dari sumber pajak meliputi 

berbagai sector perpajakan diantaranya diperoleh dari PBB. Pajak Bumi dan 

Bangunan (PBB) adalah salah satu pajak pusat yang wewenangnya diserahkan 

kepada daerah. Dalam rangka peningkatan pendapatan negara, tidak hanya 

Direktorat Jendral Pajak saja yang berperan dalam peningkatan pendapatan 

Negara melalui pajak yang nantinya juga akan disalurkan untuk kepentingan 

bersama, akan tetapi Wajib Pajak juga memiliki peran yang penting dalam 

peningkatan pendapatan pajak (Hambani dan Lestari, 2020).  

 Pajak dapat diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh Negara 

terhadap warga negaranya, berdasarkan undang-undang yang berlaku di mana atas 

pungutan tersebut negara tidak memberikan kontraprestasi secara langsung 

kepada si pembayar pajak. Pada umumnya pendapatan Negara merupakan sumber 

utama belanja Negara disamping komponen pembiayaan APBN yang meliputi 

penerimaan pajak dan bukan pajak (Jotopurnomo dan Mangoting, 2013). 
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 Selain kewajiban membayar pajak warga Negara juga harus melaporkan 

Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan yang dilakukan setiap tahunnya. Surat 

Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk 

melaporkan pengitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan 

objek pajak, dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan perpajakan. Surat Pemberitahuan (SPT) ini diharapkan dapat 

menjadi sarana bagi Wajib Pajak untuk melaporkan dan mempertanggung 

jawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Dalam sistem 

administrasi perpajakan modern, Pemerintah menyediakan aplikasi yang dapat 

digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pengisian dan pelaporan SPT 

secara tepat, cepat, dan akurat, yang meliputi e-registration, e-filing, e-SPT. 

Pemerintah berharap dengan adanya e-SPT dapat memberi kemudahan bagi Wajib 

Pajak untuk melaporkan kewajiban perpajakannya dan pada akhirnya dapat 

kepatuhan dari Wajib Pajak (Sabil, Lestiningsih, dan Pujiwidodo, 2018).  

Direktorat Jenderal Pajak telah melaksanakan berbagai upaya untuk 

memaksimalkan penerimaan pajak sekaligus mengawal TPWP (Tahun Pembinaan 

Wajib Pajak) 2015, di antaranya melalui dialog perpajakan, pengawasan intensif, 

penegakan hukum secara selektif, hingga blusukan ke berbagai sentra ekonomi. 

Melalui TPWP 2015, seluruh Wajib Pajak dihimbau agar membetulkan Surat 

Pemberitahuan (SPT) hingga lima tahun terakhir atas kemauan sendiri dan 

melunasi kekurangan pajaknya dengan insentif pembebasan sanksi administrasi. 

Selain itu, bagi Orang Pribadi atau Badan yang telah memenuhi syarat sebagai 

Wajib Pajak, namun belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 
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diharapkan untuk segara mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, menyampaikan 

SPT-nya dan melunasi pajaknya. Tindakan tersebut sesuai dengan sistem self 

assessment yang dianut dalam sistem perpajakan Indonesia. Artinya setiap Wajib 

Pajak bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kewajiban pembayaran pajak, 

pelaporan pajak dan pemberitahuan pajak yang terutang kepada pemerintah, yang 

dalam hal ini diatur oleh Direktorat Jenderal Pajak (Astuti,2015). Hal ini 

merupakan wujud dari modernisasi perpajakan di Indonesia. Penerapan 

modernisasi perpajakan bertujuan untuk mengoptimalkan pelayanan kepada Wajib 

Pajak dan transparansi dalam pemungutan pajak sejalan dengan UU No.28 Tahun 

2007 yang memberikan banyak kepastian hukum. 

Salah satu bentuk modernisasi perpajakan dalam hal pengggunaan 

teknologi informasi dalam administrasi perpajakan adalah penerapan media 

elektronik e-system. Tujuan dalam penggunaan teknologi informasi dalam 

administrasi perpajakan untuk meningkatkan keefisienan. Salah satu jenis e-

system adalah e-filing. E-filing digunakan untuk mempermudah Wajib Pajak 

dalam melaksanakan kewajiban pelaporan pajak terhutang. Sebelum adanya 

media elektronik e-filing, Wajib Pajak yang ingin melaporkan Surat 

Pemberitahuan pajak terhutang harus melaporkan sendiri ke kantor Direktorat 

Jenderal Pajak atau dikirim melalui Kantor Pos secara tercatat atau ketentuan lain 

sesuai dengan Undang-undang No.16 Tahun 2000 Pasal 6 ayat 1 dan 2.  

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-05/PJ./2005 

tanggal 12 Januari 2005 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan 

secara Elektronik (E-filing) melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP), e-
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filing adalah suatu cara penyampaian surat pemberitahuan atau pemberitahuan 

perpanjangan SPT Tahunan yang dilakukan secara online yang real time melalui 

Penyedia Jasa Aplikasi (ASP). Direktorat Jenderal Pajak telah mengeluarkan 

sebuah Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor Kep- 88/PJ/2004 

mengenai pelaporan SPT secara elektronik melalui produk e-filing pada bulan Mei 

2004 (Wibisono dan Toly, 2014).  

Pengaruh Penerapan E-Filing Terhadap Tingkat Kepatuhan Penyampaian 

SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan dengan 

Pelayanan Account Representative dapat memberikan solusi atas permasalahan 

Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan yang tidak patuh dalam hal menyampaikan 

SPT Tahunan PPh bisa diatasi oleh e-Filing. E-Filing memungkinkan Wajib Pajak 

Orang Pribadi dan Badan untuk menyampaikan SPT Tahunannya kapan saja dan 

dimana saja selama ada koneksi internet. Hal ini akan mengurangi biaya dan 

waktu yang dibutuhkan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan untuk mengisi 

dan menyampaikan SPT Tahunan secara benar dan tepat waktu. Wajib Pajak yang 

menggunakan sistem e-Filing ini medapatkan perlindungan hukum. Direktorat 

jenderal pajak dapat memberikan jaminan kepada Wajib Pajak atas keamanan, 

kerahasiaan dan keasliannya. Tanda tangan digital yang dibubuhkan dalam SPT 

electronic merupakan proses penyisipan status subjek hukum pada informasi, 

bahwa pengirim informasi adalah subjek hukum yang benar.  

Dasar hukum mengenai e-Filing ini antara lain: (1) Peraturan Direktorat 

Jenderal Pajak No.PER- 26/PJ/2012 tentang Tata Cara Penerimaan dan 

Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan; (2) Peraturan Direktorat Jenderal 
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Pajak No.PER-1/PJ/2014 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan 

Tahunan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang menggunakan formulir 1770 S 

atau 1770 SS secara e-Filing melalui website Direktorat Jenderal Pajak. 

Berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER- 02/PJ/2019 salah satu pokok 

perubahan penting dari ketujuh ketentuan Dirjen Pajak menyangkut penyampaian 

SPT adalah terkait atas keringanan administrasi bagi Wajib Pajak yang melakukan 

kewajibannya menyampaikan SPT melalui e-Filling. Kewajiban melaporkan SPT 

dengan e-Filing berlaku kepada Wajib Pajak yang melakukan pemotongan PPh 

atau Pajak Penghasilan terhadap lebih dari 20 karyawan, dalam hal ini CV 

(Pundissing, Kannapadang, dan Tangkeallo, 2023). Direktorat Jendral pajak 

berharap tidak ada alasan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi untuk tidak 

menyampaikan SPT Tahunannya setelah adanya program e-Filing melalui website 

DJP yang memberikan banyak kemudahan. Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan 

juga diharapkan memiliki kesadaran untuk patuh dalam menyampaikam SPT 

Tahunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sehingga 

penerapan e-Filing Wajib Pajak Orang Pribadi mampu meningkatkan kepatuhan 

penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi (Amalia, 2016). 

 Dalam pelaksanaannya masih banyak terdapat kesalahan oleh Wajib Pajak 

dalam hal ini Pengusaha Kena Pajak (PKP) status hukumnya berbentuk badan dan 

orang pribadi. Faktanya masih banyak terdapat PKP yang sudah dapat dikenakan 

pajak tetapi tidak mematuhi kewajiban perpajakannya seperti mendaftarkan diri 

sebagai Wajib Pajak. Dan kesalahan yang sering dilakukan adalah masih banyak 

yang terlambat melaporkan SPT Tahunannya bahkan ada juga yang dengan 

sengaja tidak melaporkan SPT Tahunannya. 
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 Pelaporan SPT Tahunan ini harus dilakukan dengan benar, jelas dan tepat 

waktu. Serta sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang 

Perpajakan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 16 Tahun 2009. 

Hal ini berlaku untuk semua jenis pajak termasuk Pajak Penghasilan. Semua 

pelaporan SPT Tahunan harus diketahui oleh pemerintah yang dalam hal ini 

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) 

setempat. Salah satu KPP yang berwenang dalam hal ini adalah Kantor Pelayanan 

Pajak Pratama Pekanbaru Tampan yang ditunjuk oleh pemerintah untuk melayani 

Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya termasuk pelaporan 

SPT Tahunan. 

Dari uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian mengenai “PROSEDUR PELAPORAN SPT TAHUNAN WAJIB 

PAJAK ORANG PRIBADI DAN BADAN PADA KANTOR PELAYANAN 

PAJAK PRATAMA PEKANBARU TAMPAN”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang dapat 

diidentifikasi dalam penelitian ini ialah : 

1. Bagaimana prosedur pelaporan SPT Tahun Wajib Pajak Orang Pribadi 

dan Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan? 

2. Apakah terdapat kendala pada saat wajib pajak melaporkan Surat 

Pemberitahuan (SPT) tahunan orang pribadi dan Badan serta apa upaya 

yang dilakukan terhadap kendala tersebut pada Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama Pekanbaru Tampan? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui bagaimana prosedur pelaporan Surat 

Pemberitahuan (SPT) Tahunan Orang Pribadi dan Badan Pada Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan. 

2. Untuk mengetahui kendala pada saat wajib pajak melaporkan Surat 

Pemberitahuan (SPT) tahunan Orang Pribadi dan Badan serta untuk 

mengetahui upaya apa yang dilakukan terhadap kendala tersebut pada 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Bagi penulis, membantu penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir 

agar dapat memperoleh gelar Ahli Madya Fakultas Ekonomi dan Ilmu 

Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan tulisan 

ini berguna untuk menambah pengetahuan mengenai Prosedur 

Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Orang Pribadi dan 

Badan. 

2. Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat 

secara teoritis sebagai tolak ukur dan referensi untuk penelitian yang 

berkaitan tentang Prosedur Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) 

Tahunan Orang Pribadi dan Badan. 

3. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan, penelitian 

ini diharapkan bisa menjadi bahan masukan, pemikiran baru dan 
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referensi terhadap upaya-upaya yang seharusnya dilakukan oleh 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan untuk 

meningkatkan wajib pajak dalam melaporkan Surat Pemberitahuan 

(SPT) Tahunan Orang Pribadi dan Badan. 

1.5 Metode Penelitian 

Adapun beberapa metode penelitian yang dilakukan pada penelitian ini 

berupa lokasi dan waktu penelitian, jenis data penelitian, teknik pengumpulan 

data penelitian, dan analisis data penelitian. 

1.5.1 Lokasi Penelitian  

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Pekanbaru Tampan, yang terletak di JL. Ring Road, Gg. Arengka II Jl. 

SM Amin, Simpang Baru, Kec. Tampan, Kota Pekanbaru, Riau 28292. 

1.5.2 Waktu Penelitian 

Waktu penelitian ini dimulai pada tanggal 1 Desember 2023 

sampai 10 Januari 2024. 

1.5.3 Jenis Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Data Primer 

Data Primer adalah data yang didapatkan langsung 

dilapangan oleh penulis. Data Primer yang diperoleh penulis 

secara langsung melalui wawancara kepada pegawai KPP 

Pratama Pekanbaru Tampan. 
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2. Data Sekunder 

Data Sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak 

langsung melalui media perantara seperti bentuk laporan, buku-

buku, dokumen serta literatur yang berhubungan dengan 

pembahasan. 

1.5.4 Teknik Pengumpulan Data 

1. Interview (Wawancara), yaitu penulis melakukan tanya jawab 

tentang masalah yang terkait secara langsung dan terbuka terhadap 

pihak kantor KPP Pratama Pekanbaru Tampan khususnya kepada 

Pelaksana Seksi Pelayanan yang dianggap mampu memberikan 

masukan data dan informasi yang diberikan bagi penyusunan 

penulisan ini. 

2. Observasi, yaitu penulis langsung turun ke lokasi penelitian untuk 

mengamati secara dekat mengenai masalah yang diteliti. 

3. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara 

mengambil data dari catatan dokumentasi maupun arsip sesuai 

dengan penulis butuhkan. Dokumentasi ini diperoleh dari dokumen 

dan arsip dari tempat penelitan. 

1.5.5 Analisis Data  

Penulis menganalisis data yang diperoleh dengan menggunakan 

penjelasan yang bersifat kualitatif, yaitu penjelasan dengan kata-kata 

yang sistematis, sehingga permasalahan terungkap dengan objektif dan 

data yang dinyatakan tidak dalam bentuk statistik. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah penyusunan laporan dan pembahasan isi materi 

laporan tugas akhir ini, penulis akan membagi sistematika penulisan dalam empat 

bab. Adapun yang menjadi sistematika penulisan adalah : 

BAB I : PENDAHULUAN 

  Dalam bab ini berisikan latar belakang, rumusan masalah,tujuan dan 

manfaat penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan. 

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

  Bab ini mengemukakan tentang sejarah singkat berdirinya Kantor 

Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Tampan, visi dan misi, 

struktur organisasi dan uraian tugas sub bagian. 

BAB III : TINJAUAN  TEORI DAN PRAKTEK 

  Bab ini membahas tentang definisi pajak, fungsi pajak, 

pengelompokkan pajak, sistem pemungutan pajak, definsi retribusi, 

perbedaan pajak dan retribusi, definisi SPT, dasar hukum SPT, fungsi 

SPT, jenis SPT, wajib pajak yang wajib lapor SPT, batas waktu 

penyampaian SPT, sanksi terlambat atau tidak menyampaikan SPT, 

pajak dalam pandangan islam, prosedur pelaporan SPT tahunan orang 

pribadi dan badan pada KPP Pratama Pekanbaru Tampan, perbedaan 

pelaporan SPT tahunan orang pribadi dan badan pada KPP pratama 

pekanbaru tampan, kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama pekanbaru 

tampan, kelebihan dan kekurangan pelaporan SPT tahunan wajib 

pajak orang pribadi dan badan menggunakan sistem e-filling di KPP 
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pratama pekanbaru tampan, dan kendala dalam pelaporan SPT 

Tahunan wajib pajak orang pribadi dan badan di KPP Pratama 

Tampan. 

BAB IV : PENUTUP 

  Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan 

dan saran yang bermanfaat dan diperlukan. 

DAFTAR PUSTAKA  

LAMPIRAN 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN 

 

2.1 Sejarah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan 

Pembentukan Kantor KPP Pratama (Keputusan Menteri Keuangan 

Republik Indonesia Nomor : 473/KMK.01/2004 Tentang Perubahan 

Lampiran I, II, III, IV dan V Keputusan Menteri Keuangan Nomor 

443/KMK.01/2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah 

Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan Pajak 

bumi dan Bangunan, Kantor Pemeriksa dan Penyidikan Pajak, dan Kantor 

Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan sebagaimana telah diubah 

dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 519/KMK.01/2004) tanggal 13 

Oktober 2004. 

Wilayah KPP Pratama Pekanbaru Tampan meliputi wilayah Kabupaten 

Kampar, Kabupaten Pelalawan. Kota Madya Pekanbaru (khusus Kabupaten 

Payung Sekaki dan Kecamatan Tampan). KPP Pratama Pekanbaru Tampan, 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.01/2008 tentang Perubahan 

Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal pajak tanggal 

6 Mei 2008. 

Berubah nama KPP Menjadi KPP Pratama berdasarkan Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.01/2008 Tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Menteri Keuangan nomor 132/PMK.01/2006 Tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak tangga l6 Mei 
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2008. Alamat Sekarang di JL. MR. SM. Amin (Ring Road Arengka II) 

Pekanbaru. 

2.2 Tipologi, Tugas dan Fungsi 

2.2.1 Tipologi 

Perubahan yang terjadi di KPP Pratama Tampan DJP yang 

menerapkan sistem administrasi perpajakan modern antara lain adalah 

organisasi yang berdasarkan fungsi, bukan berdasarkan jenis pajak. 

KPP Pratama merupakan integrasi dari tiga kantor operasional 

DJP, yaitu: Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Pelayanan Pajak 

Bumi dan Bangunan (PBB), Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan 

Pajak (Karikpa). Dengan demikian, dengan beroperasinya KPP 

Pratama, Wajib Pajak dapat melaksanakan semua kewajibannya dalam 

satu kantor. Berbeda dengan KPP WP Besar dan KPP Madya yang 

hanya mengadministrasikan sebagian kecil WP Badan dengan skala 

besar dan menengah, KPP Pratama akan menangani WP Badan kelas 

menengah ke bawah yang jumlahnya mencapai ribuan, WP Orang 

Pribadi dan Objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Bea 

Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). 

2.2.2 Tugas 

KPP Pratama Pekanbaru Tampan mempunyai tugas 

melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak 

dibidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak 

Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, Pajak 
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Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 

Bangunan dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan 

perundang- undangan yang berlaku. 

2.2.3 Fungsi 

Dalam Pasal 58, KPP Pratama menyelenggarakan fungsi: 

Pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi 

perpajakan, penyajian informasi perpajakan, pendataan objek dan 

subjek pajak, serta penilaian objek Pajak Bumi dan Bangunan, 

Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, 

pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan 

pengolahan Surat Pemberitahuan, erta penerimaan surat lainnya, 

penyuluhan perpajakan, Pelaksanaan registrasi Wajib Pajak, 

Pelaksanaan ekstensifikasi, Penata usahaan piutang pajak dan 

pelaksanaan dalam penagihan pajak, Pelaksanaan pemeriksaan pajak, 

Pengawasan kepatuhan dalam kewajiban perpajakan, Pelaksanaan 

konsultasi perpajakan, Pelaksanaan intensifikasi, Pembetulan 

ketetapan pajak Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea 

Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan, Pelaksanaan 

administrasi kantor. 

2.3 Visi dan Misi Direktorat Jendral Pajak (DJP) 

1. Visi 

“Menjadi institusi pemerintah yang menyelenggarakan sistem 

administrasi perpajakan modern yang efektif, efisien, dan di percaya 



 

 

 

15 

masyarakat dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi” 

2. Misi 

Menghimpun penerimaaan pajak Negara berdasarkan undang-undang 

perpajakan yang mampu mewujudkan kemandirian Pembiayaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui sistem administrasi. 

2.4 Struktur Organisasi KPP Pratama Pekanbaru Tampan 

Struktur organisasi adalah suatu bagan yang menggambarkan secara 

sistematis mengenai penetapan, tugas-tugas, fungsi, wewenang serta tanggung 

jawab masing- masing bagian dalam sebuah organisasi dengan tujuan yang 

telah ditetapkan sebelumnya untuk menciptakan keharmonisan dalam bekerja 

sehingga pekerjaan dapat terlaksana dengan baik dan teratur. Adapun struktur 

organisasi KPP Pratama Pekanbaru Tampan adalah sebagai berikut: 

 

 

Gambar 2.1. Struktur Organisasi KPP Pratama Pekanbaru Tampan 
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2.5 Uraian Tugas KPP Pratama Pekanbaru Tampan 

Adapun tugas pokok pada masing-masing bagian pada Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan adalah sebagai berikut : 

1. Kepala Kantor 

 
Mengkoordinasikan penyusutan rencana kerja kantor pelayanan 

pajak sebagai bahan penyusunan rencana strategis kantor wilayah. 

Mengkoordinasikan pengamanan penerimaan pajak berdasarkan potensi 

pajak, perkembangan kegiatan ekonomi keuangan dan realisasi 

penerimaan tahun lalu. Mengkoordinasikan pelaksanaan tindak lanjut 

kesepahaman sesuai arahan kepala kantor wilayah. Mengkoordinasikan 

rencana pencairan data strategis dan potensi dalam rangka 

intensifikasi/ekstensifikasi perpajakan. Mengkoordinasikan pengolahan 

data guna menyajikan informasi perpajakan. 

2. Sub Bagian Umum 

 
Mengkoordinasikan tugas pelayanan kesekretarian dengan cara 

mengatur kegiatan tata usaha dan kepegawaian, keuangan serta serta 

rumah tangga dan perlengkapan untuk menunjang kelancaran tugas kantor 

pelayanan pajak. 

3. Bagian Pengolahan Data dan Informasi (PDI) 

 

Melakukan pengumpulan. Pencarian, dan pengelolaan data, 

penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, urusan 

tata usah penerimaan perpajakan, pengalokasian pajak bumi dan bangunan 

dan Bea perolehan Hak atas bumi dan Bangunan, pelayanan dukungan 



 

 

 

17 

teksi computer, pemantauan aplikasi e-SPT dan e-Filing pelaksanaan i- 

SISMIOP dan SIG, serta penyiapan laporan kinerja. 

4. Bagian Pelayanan 

Mempunyai tugas melakukan penetapan dan penerbitan produk 

hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, 

penerimaan dan pengelolaan surat pemberitahuan, serta penerimaan surat 

lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi wajib pajak, serta 

melakukan kerjasama perpajakan. 

5. Bagian Penagiha 

Membuat keputusan atas permohonan angsuran/penunda 

pembayaran piutang pajak dari wajib pajak, Memberi surat teguran (ST), 

Penerbitan surat perintah penagihan sengketa terhadap wajib pajak tertentu 

(wajib pajak yang mempunyai edikad baik untuk melakukan pembayaran 

pajak) Pemeriksaan dalam rangka penagihan, menerbitkan Surat Paksa 

(SP), Membuat surat permintaan pemblokiran rekening bank wajib pajak 

(apabila wajib pajak memiliki rekening bank), Menerbitkan Surat Perintah 

Melakukan Penyitaan (SPMP), Membuat daftar usulan penghapusan pajak 

yang kadaluwarsa penagihan pajak, Menjawab permintaan konfirmasi 

tunggakan pajak dari KPP lain apa bila ada permohonan permintaan, 

Membuat usulan pencegahan dan penyandaran terhadap WP tertentu 

(wajib pajak yang mempunyai edikad baik untuk melakukan pembayan 

pajak, melunasi pajak yang akan berangkat keluar negeri), Penerbitan surat 

permintaan jadwal waktu dan Tempat Lelang, Penerbitan Surat Tagihan 

Pajak (STP). 
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6. Bagian Pemeriksaan 

 
Mempunyai tugas melakukan puyusanan rencana pemeriksaan, 

pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran 

surat perintah pemeriksaan pajak, serta administrasi pemeriksaan 

perpajakan lainnya. 

7. Bagian Ekstensifikasi Diantaranya: 

a. Prosedur Bagian Ekstensufikasi Perpajakan. 

b. Tata cara pendaftaran Objek Pajak Baru dengan penelitian Lapangan. 

c. Tata cara pendaftaran Objek Pajak Baru dengan penelitian kantor. 

d. Tata cara pemprosesan dan piñata Usaha Dokumen Masuk. 

e. Tata cara penerbitan Surat Himbauan untuk ber-NPWP. 

f. Tata cara pencairan data potens iperpajakan dalam rangka pembuatan 

fiscal. 

g. Tata cara penyelesaian mutasi sebagai objek dan subjek pajak PBB. 

h. Tata cara pelaksanaan penelitian individual objek PBB. 

i. Tata cara penyelesaian mutasi seluruh objek dan subjek pajak PBB. 

8. Bagian Pengawasan dan Konsultasi I, II, III, IV,V,VI 

 

Mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban 

perpajakan wajib pajak, bimbingan atau himbauan kepada wajib pajak dan 

konsultasi teknis perpajakan, penyusutan profil wajib pajak, Analisis kerja 

wajib pajak, melakukan rekonsiliasi data wajib pajak dalam rangka 

melakukan intensifikais, dan melakukan evaluasi hasil banding seksi 

pengawasan dan konsultan. 
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9. Bagian Fungsional 

Mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan 

fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. 

 

2.6 Sumber Daya Aparatur KPP Pratama Pekanbaru Tampan 

Sumber daya aparatur KPP Pratama Pekanbaru Tampan berjumlah 75 

orang, 50 orang didomisilikan oleh pegawai yang relatif muda. Hal ini 

merupakan suatu kekuatan dan potensi yang sangat penting dalam 

menjalankan tugas dan fungsi yang ada. Mereka adalah generasi muda 

perpajakan yang masuk ke Direktorat Jendral Pajak dalam posisi yang sudah 

diperbaharui. Berikut adalah tabel jumlah Pegawai KPP Pratama Pekanbaru 

Tampan berdasarkan jenis kelamin. 

Berikut adalah tabel jumlah pegawai KPP Pratama Pekanbaru Tampan 

berdasarkan tingkat pendidikan. 

Tabel 2.1.  

Pegawai KPP Pratama Pekanbaru Tampan Berdasarkan Jenis Kelamin 
No JenisKelamin Jumlah 

1 Laki-laki 48 

2 Perempuan 27 

Total 75 

 

Tabel 2.2. 

 Pegawai KPP Pratama Pekanbaru Tampan Berdasarkan Pendidikan 

 
No TingkatPendidikan Jumlah 

1 S-3 - 

2 S-2 14 

3 S-1atauD-IV 20 

4 D-III 13 

5 S-I 19 

6 SLTA 9 

Total 75 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

4. 1  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai 

Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi 

dan Badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan maka 

penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan: 

1. Bahwa dalam Penerapan Sistem E-Filing pada Pelaporan Surat 

Pemberitahuan (SPT) tahunan telah sesuai dengan Peraturan Direktur 

Jenderal Pajak Nomor PER- 06 / PJ / 2014 dan proses penerapannya pun 

dilakukan secara bertahap, Wajib Pajak harus memiliki E-FIN 

(Electronic Filing Identification Number) terlebih dahulu yang nantinya 

E-FIN akan digunakan untuk mendaftarkan akun DJP Online diwebsite 

djponline.pajak.go.id. Setelah akun DJP Online terdaftar maka Wajib 

Pajak sudah dapat melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) 

menggunakan sistem e-filing dengan membuka akun DJP Online dengan 

memasukkan NPWP dan password. 

2. Adapun kendala yang dialami oleh Wajib Pajak pada saat Pelaporan 

Surat Pemberitahunan (SPT) Tahunan yaitu banyaknya Wajib Pajak 

Orang Pribadi dan Badan yang enggan melaporkan SPT Tahunanya, 

tingkat kesadaran Wajib Pajak dalam melaporkan kewajiban perpajakan 

secara umum masih sangat rendah, Wajib Pajak masih sering terlambat 

dalam melaporkan SPT Tahunannya, terkendala oleh koneksi jaringan 

yang kurang memadai. 
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3. Upaya yang telah dilakukan KPP untuk mengatasi kendala yang dihadapi 

melakukan sosialisasi kepada Wajib Pajak dengan memberikan 

penjelasan yang lebih jelas, memberi himbauan kepada Wajib Pajak 

untuk tepat waktu melaporkan SPT Tahunannya, memantau serta 

mengawasi pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak, dan mengikuti program 

dari Direktorat Jenderal Pajak salah satu nya yaitu relawan pajak. 

 

4.2 Saran  

Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan 

hasil penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

• Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan agar lebih 

ditingkatkan kembali sosialisasi yang dilakukan kepada Wajib Pajak, 

dengan cara memberikan pemahaman tentang penggunaan e-filing 

ataupun pemberian pemahaman tentang hak dan kewajiban sebagai 

Wajib Pajak dan diperbanyak juga sosialisasi dan penjaringan langsung 

ke perusahaan yang ada dalam wilayah kerja KPP Pratama Pekanbaru 

Tampan agar semakin mendorong wajib pajak untuk melaporkan SPT 

Tahunannya menggunakan e-filing. 

• Apabila Wajib Pajak melaporkan SPT secara pribadi disarankan untuk 

menggunakan koneksi internet berkecepatan tinggi untuk memudahkan 

dalam pelaporan serta untuk mengantisipasi keadaan dimana koneksi 

internet yang masih stabil. Lebih mengoptimalkan dan memaksimalkan 

sistem informasi untuk lebih mengembangkan aplikasi e-filing itu sendiri. 

• Disarankan kepada Wajib Pajak agar lebih aktif lagi menggali informasi 
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mengenai perpajakan dikarenakan saat ini sudah banyak kemudahan 

yang dapat diperoleh dalam melakukan prosedur perpajakan dengan 

memanfaatkan teknologi informasi sehingga diharapkan mampu 

meningkatkan kepatuhan dan kesadaran Wajib Pajak agar lebih patuh 

lagi terhadap Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunannya.
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